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ABSTRACT 
A marriage is very important and sacred because it is a profound wedlock 
between a husband-to-be and a wife-to-be who want to establish a family and a 
household by committing a marriage. The problems of the research were as follows: 
how about the regulation on prohibiting a mixed marriage according to the Marriage 
Law in Indonesia, how about the legal consequence of a mixed marriage according to 
the Marriage Law in Indonesia, and how about the consideration of the panel of judges 
in the Ruling No. 156/Pdt./2010/PN.Ska on the Request for a Mixed Marriage. The 
research uses descriptive and judicial normative method.  The regulation on the 
prohibition of a mixed marriage in Indonesia is clearly regulated; but, in reality, is still 
ineffective because there is different perspective in interpreting the Article on the 
prohibition of a mixed marriage. The legal consequence of a mixed marriage is in 
Article 2 of Law No. 1/1974 on Marriage. The consideration of the Panel of Judges in 
the Ruling No. 156/Pdt./2010/PN.Ska on the Request for a Mixed Marriage places the 
emphasis on Article 57 of Law No 1/1974 on Marriage which regulates a Mixed 
Marriage.  
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I .Pendahuluan  
Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sakral karena 
merupakan suatu penghubung ikatan yang sangat dalam diantara para pihak yang 
terlibat di dalamnya, yaitu calon suami dan calon istri yang bermaksud membentuk 
keluarga dan rumah tangga dengan melaksanakan suatu perkawinan. Pada 
kenyataannya pengaturan tentang perkawinan terdapat banyak perbedaan diantara satu 
dengan lainnya dan tidak memiliki suatu keseragaman, misalnya suatu tradisi 
masyarakat yang satu dengan yang lain, antar negara yang satu dengan yang lain, 
bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan 
disebabkan cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang 
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berbeda.
1
 Keadaan dan kondisi tersebut sangat mempengaruhi peraturan hukum 
perkawinan tersebut. 
Larangan-larang tersebut lebih sederhana
2
 dibandingkan dengan larangan 
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 8 
tentang larangan perkawinan menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang   
pada poin f menyebutkan bahwa hubungan yang oleh agama atau perturan yang 
berlaku, dilarang kawin, sehingga dapat diartikan bahwa apabila agama atau hukum itu 
melarang perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksankan.  
Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing dan agamanya dan kepercayaan itu serta tiap-tiap perkawinan 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hukum masing-masing dan agamanya memiliki maksud bahwa hukum dan 
agama yang berlaku bagi golongan warga negara tersebut sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 2 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tidak 
ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi, bagi 
orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya 
sendiri. 
3
  
Dalam Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska mengenai permohonan 
perkawinan beda agama yang hendak diteliti, sepasang calon suami isteri berbeda 
agama, calon istri LA beragama kristen dan calon suami AJ beragama islam. Keduanya 
hendak mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat perkawinan namun, 
pasangan tersebut tidak mau tunduk pada hukum masing masing agamanya sesuai 
dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
sehingga memohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh izin agar dapat 
                                                 
1
Alexander Rizki, Perkawinan Beda Agama dan Keabsahannya, 
http://alexanderrizki.blogspot.co.id/2011/03/perkawinan-beda-agama-hukum-dan.html?m=1, diakses 
pada tanggal 12 Pebruari 2016. 
2
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal. 62. 
3
 Sudarsono, Op.Cit., hal. 10. 
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melangsungkan perkawinannya dan dicatatkan. Hakim dalam hal ini memberikan izin 
untuk perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menerapkan perkawinan 
campur, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang No. 1  Tahun 
1974 tentang pengertian perkawinan campur tersebut, yang mana perkawinan 
campuran adalah perkawinan yang antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada 
hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu adalah 
berkewarganegaraan Indonesia
4
, sedangkan dalam penetapan Nomor 
156/Pdt.P/2010/PN.Ska yang diteliti tidak ada perbedaan kewarganegaraan antara 
kedua pihak, Serta, hakim dalam pertimbangannya menyatakan menganggap para 
pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda 
agama. sehingga ada kesenjangan hukum dalam penetapan ini, karena Majelis hakim 
seakan-akan mengesampingkan hukum agama yang ada di Indonesia, padahal hukum 
perkawinan sendiri mengakui keberadaan hukum agama tersebut dalam pelaksanaan 
perkawinan tersebut.  
Perumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaturan larangan perkawinan beda agama menurut hukum 
perkawinan di Indonesia?  
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan 
Indonesia? 
3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan No. 
156/Pdt.P/2010/PN.Ska mengenai permohonan perkawinan beda agama? 
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :  
1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan larangan perkawinan beda 
agama menurut hukum perkawinan Indonesia. 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum dari  perkawinan beda 
agama menurut hukum perkawinan Indonesia. 
3. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan No. 
156/Pdt.P/2010/PN.Ska mengenai permohonan perkawinan beda agama.  
                                                 
4
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Sumur, 1960, hal. 46. 
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II. Metode Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum 
normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah 
data sekunder yang terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer,5 yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu : Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974  tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta 
Penetapan MA. No. 156/Pdt.P/2010/PN.Ska tentang Perkawinan Beda Agama.  
b. Bahan hukum sekunder,6 yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 
primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum dibidang hukum 
perkawinan khususnya larangan perkawinan beda agama. 
c.  Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk 
dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-
makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.
7
 
Disamping  data sekunder, penelitian ini juga didukung oleh data primer. 
untuk mendukung dalil-dalil hukum yang dirumuskan dari data sekunder. yaitu 
data yang diambil langsung oleh peneliti dengan wawancara yang dilakukan secara 
terarah (directive interview),
8
 yaitu Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pegawai 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.  
III.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-
orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda atara satu dengan yang 
lainnya. Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita 
yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap 
mempertahankan agamanya masing-masing misalnya seorang pria beragama Islam dan 
seorang wanita beragama Kristen atau sebaliknya.  
                                                 
5
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia 
Indonesia, 1988, hal. 55. 
6
   Ibid. 
7
   Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hal. 14. 
8
   Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit., hal. 60. 
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Menurut Pasal 4  KHI perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum islam. Artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan 
kaidah hukum islam yang berlaku. Dalam Ordinansi Perkawinan Kristen Pasal 75 ayat 
(1) menyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang 
wanita Kristen atas permohonan kedua suami-isteri dapat dilaksanakan dengan 
memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-ketentuan peraturan 
penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.
9
Apabila 
perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing berarti 
perkawinan itu tidak sah.  
Dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, jelas bahwa ketentuan-
ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak 
dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan 
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang 
bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang 
dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, rumusan mengenai 
perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam pasal 57 Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan 
perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang 
yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak 
berkewarganegaraan Indonesia”.Rumusan di atas membatasi diri hanya pada 
perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.  
Mengenai larangan perkawinan memang tidak ada diatur secara tegas mengenai 
larangan perkawinan beda agama. Namun ada asasnya, hukum perkawinan Indonesia 
melarang terjadinya perkawinan antara kedua calon mempelai yang berbeda agama 
atau keyakinan. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Perkawinanyang menyatakan perkawinana adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
                                                 
9
Ibid., hal. 75. 
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Pelarangan perkawinan beda agama terlihat pula dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-
Undang Perkawinanyang menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara kedua orang 
yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, 
dilarang kawin. 
Demikian juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Antar 
Agama  berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional, Majelis Ulama Indonesia 
melarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik dan laki laki 
muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan 
mutlak).
10
 
Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai 
sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut 
hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan 
agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan 
perkawinan beda agama. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda 
agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama 
Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama 
lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha.
11
 
Selanjutnya merujuk kepada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinanyang 
menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-
undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks 
Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran 
(Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain 
yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, 
dinyatakan tidak berlaku”. 
                                                 
10
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang 
Perkawinan Beda Agama. 
11
O.S Eoh, Loc.Cit, hal.118-125. 
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Berdasarkan pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan 
beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga 
semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di Kantor Urusan 
Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditolak.
12
Hal ini 
dikarenakan  perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang 
Perkawinan. Dalam praktek perkawinan antar agama dilaksanakan dengan menganut 
salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon istri. 
Artinya salah satu calon yang lain mnegikuti atau menundukkan dairi kepada salah satu 
hukum agama dan kepercayaan pasangannya.
13
 
Dalam mengisi kekosongan hukum ini, Mahkamah Agung sudah pernah 
memberikan keputusan tentang perkawinan antara agama pada tanggal 20 Januari 1986 
Nomor : 1400 K/Pdt/1986, yaitu tentang promohonan Andi Vonny Gani P untuk 
melakukan perkawinan dengan Adrianus Petrus Nelwan.
14
 Dalam pertimbangan 
Mahkamah Agung adalah dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memuat suatu 
ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan 
larangan perkawinan.  
Akibat hukum terhadap status perkawinan beda agama berpengaruh terhadap 
keabsahan perkawinan beda agama tersebut yang telah dijelaskan juga pada bab 
sebelumnya bahwa, perkawinan yang sah dapat dibuktikan dengan ada atau tidaknya 
pencatatan perkawinan tersebut sebagai bukti. 
Adanya pencatatan perkawinan mengakibatkan timbulnya akta catatan 
kependudukan. Akta catatan kependudukan berfungsi untuk : 
                                                 
12
Masjfuk Zuhdi,  Masail Fiqhiyah, Jakarta, CV. Haji Mas Agung, 1993.hal. 3. 
13
Ibid. 
14
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 328/Pdt/P/1986/PN.JKT.PST 
- Pasal 63 ayat (1)a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa 
apabila diperlukan campur tangan pengadilan, maka hal ini merupakan wewenang Pengadilan 
Agama menolak melaksanakan perkawinan dengan alasan perbedaan agama. akan tetapi alasan 
tersebut tidak merupakan larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
- Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan di sisi lain merupakan undang-undang produk kolonial yang menagtur hal 
tersebut, akan tetapi undang-undang ini tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip dan 
falsafah. 
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1. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan 
hukum seseorang. 
2. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di 
depan hakim. 
3. Memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa 
perkawinan. 
4. Dipergunakan sebagai tanda bukti otentik dalam hal pengurusan paspor, 
Surat Kedutaan Republik Indonesia, Kartu Tanda Penduduk, keperluan 
sekolah dan bekerja serta menentukan status ahli waris dan sebagainya.
15
 
 
 Kasus dalam Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska  mengenai permohonan 
perkawinan beda agama,hakim menerapkan perkawinan campur sehingga perbedaan 
kewarganegaraan dan perbedaan agama disamakan. Meskipun dalam Pasal 57 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan 
campur adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum 
yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan dalah satu pihak 
berkewarganegaraan Indonesia. Telah sangat jelas bahwa perkawinan campur bukanlah 
perkawinan beda agama, apabila disamakan maka pasal tersebut dengan penafsiran 
yang berbeda-beda menyebabkan bahwa undang-undang No. 1 tahun 1974 telah 
mengatur tentang perkawinan beda agama dan sekaligus menentang Pasal 8 huruf f dan 
tidak menghiraukan Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan tersebut. 
 Dengan demikian, akibat hukum terhadap status perkawinan berdasarkan 
penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska belum sah secara hukum, karena belum 
didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil adalah lembaga yang sah untuk mengeluarkan akta 
catatan perkawinan. Perkawinan beda agama melanggar hukum agama, melanggar 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menyebabkan tujuan dari 
suatu perkawinan tidak tercapai yang menimbulkan  konflik berkepanjangan di 
kemudian hari seperti, melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya, terputusnya 
hak waris dan membuat ketidak pastian dalam memilih agama. Sehingga, larangan 
                                                 
15
Brosur Akta Perkawinan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. 
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perkawinan beda agama yang diatur oleh peraturan yang berlaku dalam kasus ini 
belum efektif dan perkawinan tersebut belum memperoleh kepastian hukum apabila 
belum dicatatkan. 
Terkait dengan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, perkawinan beda 
agama tersebut belum dicatatkan dan belum sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika perkawinan tersebut telah dicatatkan 
dan sah, apabila terjadi perceraian yang mengakibatkan masalah mengenai pembagian 
hak asuh anak karena suaminya beragama Islam maka, dapat merujuk pada Pasal 105 
Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :“dalam hal terjadi perceraian, 
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun 
adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan 
kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaan. 
Mengenai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini terdapat 
pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain 
agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai 
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.210/K/AG/1996, yang mengandung 
abstraksi hokum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya 
hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang 
belum mumayyiz. 
Akibat hukum terhadap kewarisan anak dari perkawinan beda agama apabila 
dilihat dari hukum islam tidak memperoleh warisan namun, dapat memperoleh hibah 
dan wasiat dari orang tuanya. Sedangkan menurut hukum perdata anak tetap memiliki 
hubungan perdata dengan ibunya oleh karena itu anak dapat memperoleh warisan dari 
ibunya.Terkait kasus dalam penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, bahwa calon 
pasangan suami dan calon istri tersebut keduanya belum mencatatkan perkawinan 
maka, sehingga perkawinan belum sah dan akibat hukum terhadap kewarisan anak 
dalam perkawinan beda agama belum memiliki akibat hukum. 
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Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian 
seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meminggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak 
dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.
16
 
Selanjutnya,akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama terhadap 
harta warisan, dalam Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska mengenai permohonan 
perkawinan beda agama yang dikabulkan dan belum terjadinya pencatatan sehingga 
perkawinan tersebut belum sah menurut hukum dan belum ada akibat hukum terhadap 
harta perkawinan tersebut. 
Penetapan No. 156/Pdt.P/2010/PN.Ska ini dikeluarkan untuk memenuhi syarat 
formal perkawinan agar perkawinan tersebut memiliki status hukum dan diakui oleh 
hukum Negara, karena majelis hakim berpendapat bahwa syarat materill perkawinan 
sudah terpenuhi. Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-
syarat perkawinan juga menyebutkan bahwa ketentuan tersebut ayat(1) sampai dengan 
ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-msing agamnya dan kepercayaannya 
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal ini juga kembali menegaskan 
bahwa dalam hal syarat-syarat perkawinan juga ada keterkaitan hukum agama dan 
kepercayaan masing-masing para pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan menegaskan kembali bahwa hukum agama dan kepercayaan 
diakui keberadaannya dalam undang-undang ini bukan dikesampingkan seperti yang 
dilakukan Majelis Hakim dalam Penetapan No. 156/Pdt.P/2010/PN.Ska. 
Dalam Penetapan No. 156/Pdt.P/2010/PN.Ska Majelis Hakim juga berpendapat 
karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara tegas 
mengatur tentang larangan kawin beda agama, maka Majelis Hakim menggunakan 
dasar hukum Pasal 6 ayat (2) Stbl:1898 No.158 Tentang Perkawinan Campuran,  
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang 
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di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 57 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  ini mempersempit 
pengertian perkawinan campuran karena sebelumnya menurut Pasal 6 ayat (2) 
Stbl:1898 No.158 Tentang Perkawinan Campuran yang menyebutkan bahwa jika 
menurut hukum yang berlaku untuk si lelaki itu tidak ada seseorang yang ditentukan 
untuk mengawasi atau diwajibkan melangsungkan pernikahan itu. 
Dengan adanya penyempitan pengertian perkawinan campuran yang 
dikeluarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
seharusnya majelis hakim tidak menggunakan kembali peraturan yang sebelumnya 
karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang terbaru dan sudah diberlakukan. 
Hal ini sesuai dengan asas lex posterior derogat lex priory yamg artinya peraturan 
yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dalam hal ini majelis hakim sudah 
mengeluarkan produk hukum berupa suatu penetapan yang ternyata setelah diteliti 
telah terjadi kesenjangan hukum dalam amar pertimbangan hakimnya, untuk 
menindaklanjuti terhadap penetapan tersebut maka diharus segera dilakukan suatu 
pembatalan penetapan hakim dengan cara mengajukan permohonan pembatalan 
penetapan atau mengajukan suatu gugatan agar penetapan tersebut dibatalkan. Pada 
dasarnya semua agama tidak menghendaki perjadinya perkawinan beda agama, dan 
juga mekarang umatnya melakukan perkawinan dengan tatacara agama lain.
17
 
IV. Kesimpulan Dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Pengaturan larangan perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan di 
Indonesia yaitu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan agama 
kepercayaan masing-masing sehingga agama yang bersangkutan juga berpengaruh 
terhadap sah atau tidak perkawinan tersebut. Pasal ini memberikan kesempatan 
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untuk diberlakukan hukum agama dalam hukum perkawinan dan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang larangan perkawinan. 
2.  Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, 
berkaitan dengan status dalam perkawinan dimana suatu perkawinan yang sah sah 
harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan. Akibat hukum perkawinan beda agama terhadap status anak 
adalah anak menjadi anak ibu bukan anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah 
dan akibat hukum terhadap harta warisan adalah secara hukum perkawinan tidak 
ada maka tidak ada harta warisan yang diperoleh oleh keturunan yang lahir dari 
perkawinan beda agama tersebut yang tidak dicatatkan dalam kantor catatan sipil. 
3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Nomor  156/Pdt.P/2010/PN.Ska  
mengenai permohonan pengesahan perkawinan beda agama, menitik beratkan 
permasalahan ini terhadap Pasal 57 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan campur, dimana pengertian 
perkawinan campur yang memiliki beberapa penafsiran sangat berbeda dengan 
perkawinan beda agama. Majelis hakim juga masih menggunakan Pasal 6 ayat (2) 
Stbl:1898 No.158 Tentang Perkawinan Campuran sebagai dasar pertimbangan 
hukumnya padahal sudah ada Pasal 57 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang mengatur tentang pengertian perkawinan campuran sehingga 
majelis hakim melanggar asas asas lex posterior derogat lex priory. Majelis hakim 
juga kurang tepat dalammenafsirkan Pasal 2 dan Pasal 8 undang-undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga ada kesenjangan hukum yang terjadi 
karena majelis hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan hukum agama 
padahal undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kesempatan 
untuk diberlakukannya hukum agama bagi masing-masing pihak dalam 
melangsungkan pernikahannya. 
B. Saran 
1. Dibuatnya aturan yang jelas mengenai pengaturan perkawinan beda agama dan 
larangan perkawinan serta prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia hendaknya 
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pemerintah lebih memperhatikan masalah terkait dengan perkawinan beda agama 
yang sudah jelas oleh agama di larang, dan karena negara indonesia berlandaskan 
kepada Pancasila pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, hal 
ini mengharuskan kita sebagai rakyat bangsa indonesia harus memiliki kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh sebab itu permasalahan agama dalam suatu 
perkawinan haruslah menjadi yang utama untuk diperhatikan. 
2. Kepada calon pasangan suami dan calon istri yang berbeda agama seharusnya lebih 
mempertimbangkan mudharat dari hubungan yang dilandaskan karena keinginan 
hidup bersama tanpa mempertimbangkan hukum agama yang berlakubagimasing-
masingpihak. Karena apabila masalah perbedaan agama bukan merupakan hal yang 
penting dalam berumah tangga dikemudian hari akan timbul masalah-masalah yang 
berkelanjutan dan menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian.  
3. Kepada hakim hendaknya menafsirkan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku dengan jelas dan teliti serta memperhatikan perkembangan produk hukum 
yang baru agar tidak terjadi pelanggaran asas lex posterior derogat lex priory dan 
tidak ada kesenjangan hukum yang terjadi. Hakim sebagai penegak hokum harus 
aktif dalam menjalankan perannya dan menyesuaikan hukum yang berlaku dengan 
keadaan masyarakat yang sekarang agar seimbang dan tidak terjadi kekosongan 
hukum. 
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